GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

RETRIBUSI PEMBERIAN PERIZINAN
DALAM LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI MALUKU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang
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GUBERNUR MALUKU,

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan kepada masyarakat, maka
daerah diberi hak dan kewenangan
untuk mengenakan pungutan kepada
masyarakat yang merupakan salah
satu sumber pendapatan daerah
berdasarkan  prinsip  demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, dan akuntabilitas
dengan  memperhatikan potensi
daerah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

bahwa kewenangan Dinas
Perhubungan Provinsi Maluku dalam
melaksanakan urusan pemerintahan
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terdapat beberapa
mberian perizinan
pungut retribusi; Yang

perdasarkan [‘Mr':t'ti'rnb;mgaL
ana dimaksud pada humf{;

daerall, Objey
terkait
dapat di

pahwa

;ea I:laga;[;lruf b per] u m enct&pkan'
Peraturall Gl.lbernuf_ . tentang
Retribusi Pemberian Perizinan Dg),
Lingkungan Dinas Perhubungan
provinsi Maluku;

Undang-Undang Nomor 20 Tahyy,

1958 tentang Penetapan Undang_
Undang Darurat Nomor 22 Tahy,
1957 Tentang Pembentukan Daerap
Swatantra  Tingkat I Maluky
mbaran Negara Republik Indonesiy
Tahun 1957 Nomor 79) sebagy
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1617);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesi2
Tahun 2014 Nomor 244, Tambaha?
Lembaran Negara Republik [ndonest?
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Undang-Undang Nomor = "=/ 7
2015 tentang perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2015 tentang Pemerintahan Dacrah;

Peraturan Pemerintah Nomor .38
tentang Pembagian

Tahun 2007

Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa Nomor
4737);

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Provinsi Maluku
(Lembaran Daerah Provinsi Maluku
Nomor 02 Tahun 2008);

Peraturan Gubernur Maluku Nomor
4? Tahun 2009 tentang Uraian Tugas
Dinas Perhubungan Provinsi Maluku;



BAB 1
pasal 1

. _ .
uran Daerah ini yang dimaksud deng

Dalam Perat vinsi Maluku.
?a Daerah adalah Daerah Pmadalah penyelenggara umy

7. Pcmerjntahan Dae rintah daerah dan DPRD men“'"llt

: pemeﬁn.tal:;li Oﬁnpeg;;as pembantuan dengan pring,
i O;O;eluas-luasn}fa dengan sistem dan prinsip Negy,
* ﬁ?si?:ﬁlan Republik Indonesia sebagglméﬁgk ?-lmakSHd
i dalam Undang-Undang Dasar Negara kepu ndonesi,

1945. _
] 3 g::lnléﬁmah Daerah adalah Gubernur Maﬁluku;, Bupat,
1 " Walikota dan Perangkat Daerah  sebagai Ungy,
‘: Penyelenggara Pemerintahan Daerah. _ '
' kyat Daerah selanjuinya disebyt

. Dewan Perwakilan Ra :
) DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proving

Maluku. .
? 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu i
bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
\ 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
| merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
— mauptun yang tidak melakukan wusaha yang meliput
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembag?
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investas
kolektif dan bentuk usaha tetap.

" :;:1]1&1“81“3 i Se]anju_my a disebut Retribus
atay llnepr)nbegr}ilta)n _ﬁaerah sebagai pembayaran - ]asz
dan/atau dit?n' e R disedlakak

erikan oleh Pemerintah Daerah untt

kepentingan orang pribadi atau badan.
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8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan
perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan
dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, Barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan
pemerintah daerah yang bersangkutan.

12. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran
retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Kepala Daerah.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi terhutang.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak

terutang. _
15. Suarat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
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‘husi dan atal sanksi administrasi berupa buﬂga i
retri < )}

denda.
16. Pemerik
dan mengo

serangkaian Kkegiatan mengh;
lah data, ketc@galn., dall,/_ atau  bukg y]z;\ln
dilaksanakan secard ofi’jﬁkﬁf dan nizli"fes;?}ﬂal‘berdaaarkaﬁ
suatu standar pemeriksaan _ulr{l dm- Eu"g kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpaja an daerah dan ret e
tujuan lain dalam rangka melaks anz, i

dan/atau untuk
ketefr; tuan peraturan perundang—undmgan perpajakan
daerah dan retribusi (‘iaerah. o ‘

17. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerg;

dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dil

oleh penyidik untuk mencari serta menggmpulkan bukg;
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidang g
bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi sey,
menemukan tersangkanya.

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawy;
Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daergp
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan terhadap  penyelenggaraa
Peraturan Daerah Provinsi Maluku.

saan adalah

BAB II
NAMA OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dfengan Nama Retribusi Pemberian Perizinan Dalam Lingkungan
Dinas Perbubungan Provinsi Maluku dipungut retribusi sebagi
pembayaran yang sah.

Pasal 3

Objek  Retribusi i .
. Perizinan D . ; Dinas
Perhubungan Provingi Maluku ad.aiaalamh; Hingkungan

i Pemberian Izi
n Pengoperasian Ka angan ALY
Kabupaten /Kota Dalam Prvimi pal Penyeberang
. gt

Pemberian Izin p
€ngoperasian Angky - an Ra
Antar Kabupaten /Kota Dalam vagil:;;ﬂﬂl‘! Pelayar
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Pasal 4

(1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atan Badan yang
memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut  ketentuan peraturan perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
Perizinan Tertentu.

BAB TH
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemberian Perizinan Dalam Lingkungan Dinas
Perhubungan Provinsi Maluku digolongkan sebagai jenis
Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi
Pemberian Perizinan Tertentu.

BABYV
BESARNYA RETRIBUSI
Pasal 7

Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :
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Bl Retribusi Ker )
s ) R nemakals S L 't
T enwRenbusi | PemSER g
.I_Nn P PR =< ]
H’J’;’ - ahun | Rp. 2.000/GT
: perian 1zin
penycherangan Antar m
Kabupaten/Kota Dalé
Provinsi
. Pemberian lzin
2 Pengoperasian Angkutan
Pelajaran Rekyat Antar
Kabupaten/Kota Dalam
Provinsi 1 —
Pasal 8

(1) Besarnya retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 (tig)

tahun sekali.
(2) Peninjauan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1} dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

BAB VI
WILAYAH PEMUN GUTAN
Pasal 9

Pemungutan Retribys;
di - 1DUSL sebagaimang dimgal 7
ilakukan dj Dinas Perhubungan Prn:\?lii? ahi{:;;ldalam s ¢
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(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
pemungutan Retribusi diatur dengan Keputusan Gubernur
Maluku.

Pasal 11

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) wajib retribusi
wajib membayar /melunasi retribusi yang terhutang.

Pasal 12

(1} Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi
sekaligus.

(2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat
lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang persamakan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain
sebagaimana dimaksud pada ayat ({2} maka hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke kas Daerah paling
lambat 1 x 24 jam.

(4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti
pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku daftar

penerimaan retribusi.

"BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap hari atau bulan dar
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dibayar dan ditagih deng%

hust Y ang chRgl.ng atau kurang
:::::ggunakan S " )
pENAGIHAN
pasal 14

o terutang didahului dengan SuIat
: retribu
gihan

(1) Pena ) _
Tegural: o rat Teguran/per ingatan/surat lain yqa,
(2) pengeluaran tindakan pelaksanaan penagihan retribyg;

sejenis sebagal 7 (tujuh) hari seiak jatuh temp,

dikeluarkan segera setelah
pembayaran. aling lama 7 (tujuh) hari setelg,

iangka waktu P " ) _
(3) 211;!;1 JaSI:ng"ﬂ ¢ Teguran, Wajib Retribusi harus melunag;

retribusi yang terhutang. '
(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ()

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provingi

Maluku.
BAB X1
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal 15

(1) Hak - kil
)kedalu:rg:;: sﬁel h an  penagihan retribusi menjadi
: . ~c¢ah melampaui wakty 3 (tiga) tahun

Penagihan retribusi ge
a. diterh; tk tangguh_ pada -
- ada ppn:anksllrat teguran: a _
lan : an utan o : ) |
®) Datary "% Maupug g refar:xt;;?; dari Wajib Retribusi baik
. 4
Ja terilu_rUf a, kedaluwarsa penagihﬂ“
fanya Surat Teguran tersebut.
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(4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung s:_ebagain'nana%
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5) Pengakuan Utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh

Wajib Retribusi.

BAB XI1
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 16

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah
Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran
Peraturan Daerah ini.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a, menerima, mencari, mengumpulkan dan menelit
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah tersebut;

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
retribusi;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebuf;
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rangka pelak
i dalam rang ;

an t¢ 1agd ;'Tilﬂg dibidang retribusi; Ay
. xll“ui . ak e i

mcmmm qikan unt Jan/atau melarang Sest‘ﬂrﬁh
peny it b‘-rh“““r“ " atau tempat  pada R
ruang? berlangsung dan memery t
sedans atau dokumen yang dibawa,

eaan i d : ALH
ksa _penda, ¢ perkaitan dengan tin da}

"
=
3
-
o
B

. '1 !
meri ary
jdentitas © sescorang Jhe

tret S ibusi:
memotre. . g mmb::nt'uk didengar keterangannyg

- 3ona .
plda 1 seseo_rang Kka atau gaksi;

n: dan/atau
e 1g perlu untuk kelzm(;aran

dibidang retribusi  segyy
undangan.

day

el sebag "

g:g;ghcntikan Pﬂ‘}-ld‘lain var

melakukan tindakan idana
nyidikan tindak P!

pe ~ luran wmndallg_

dengan perd
. imana dimaksud pada  ayat
ks Pmyl:eﬁmh:ekan dimulainya penyidikan dan menyampaika,
}’:’e‘: senyidikannya kepada Penuntut Umum  melaly
o 3 Polisi Negara Republik Indonesia, sesuy;

idik Pejabat 1 ‘
:Z:;:::: ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

e

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

E;clz-:] rslflat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka segala

Perizina?;n I}'}a?ng mengatur tentang Retribusi Pemberian

Mahila dlear s Lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi
“@dut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan G el 1R

: u

diundangkan bernur Maluku ipj mulai berlaku sejak
Agar Setiap

pen orang ¢
Dﬁeiltr:dan. enganﬂpat mengctahumya, memerintahkal
Proving; Malyly, . PeNempatannya  dalam Lembaré"
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Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Juli 2015

GUBERNUR MALUKU,
Cap/ttd

SAID ASSAGAFF

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 16 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

Cap/ttd

ROSA FELISTAS FAR-FAR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 NOMOR 17
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PENJIELASAN
A'I‘f\:ﬁ
AN GUBERNUR MALUKU

oL " Jl
pPERATL TAHUN 20185

NOMOR 17

TENTANG

N : PERIZINAN TERTENTU DALA
RETRIB NAS PERHUBUNGAN IPROVINST MALUKRY

LINGKUNGAN DI

1. PENJELASAN UMUM ‘
Bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu UPaYa unty

mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, g

bertanggung  jawab, pembiayaan pemerintah dan
pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan &s?‘
daerah, khususnya yang bersumber dari retribysi dae ral;
perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat

terwujud.

Dengan Imrlal:cunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang E;?{jak Dacrah  dan  Retribusi Daerah

mengamanatkan Retribusi  Perizinan Ter '

Peraturan Daerah . ertentu denzp
Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 18Cukup Jelas

TAM '
BAHAN BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2015 NOMOR 17
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